SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PEFATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR o2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN MELALUI UANG PERSEDIAAN,
GANTI UANG PERSEDIAAN, TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Menimbang

Mengingat

DAN MEKANISME LANGSUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWILJ,

bahwa dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan
ransparansi pengefolasn keuangan daerah seria
schagai pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10
Tahun 2016 tentang Aksi Pencepahan dan
Permmberatasan Korupsi Tahun 2016 dan Surat
Edaran Mentetr: Dalam Negeri Nomor 210/ 1866 /8.
tanggal 17 Aprl 2017 tentang Implementasi
Transakai Non Tungi pada Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota, maka perlu dilakukan percepatan
implementasi transaksi non tunai pada pemerintah
daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalamm huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupab tentang Tata Cara Pembayaran
Melalui Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan,
Tambah Uang Persediaan dan Mekanisme Langsung;

Undang Undang MNomor 28 Tghun 1999 tentang
Penvelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tearnbahan Lembaran  Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Lleolang
Kerangan Negara ([L.embarsn  Negara Republik
Indonesia Tabun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor ! Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Kevangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesgia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomaor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewu <i Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 1835, Tambghan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Penmdang-undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintehan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesta Tahun 2014 Nomor 244, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
schagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembsaran Negara Republik
[ndonesia Nomar 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran HNegara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8§ Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinega Instansi
Pemerintah [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Numor 4614j;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tabhun 2016
tentang Perangkat Daerah [Lembaran HNegara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor H887];

Peraturan Menteri Dalam Negern Nomer 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik
Indgnesia Tahun 2011 Nomeor 310);



Menetapkan

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Permmbentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036);

14, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara scbagaimana lelah diubwh dengan
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomer
PER-11/PBf2011;

15. Peraturan Daerah Kebupaten Pringsewu Nomor Q7
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelotaan
keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor 07);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentulan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewn {Lembaran
Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor
16);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUFPATI TENTANG TATA CARA
PEMBAYARAN MELALUI UANG PERSEDIAAN, GANTI
UANG PERSEDIAAN, TAMBAH UANG PERSEDIAAN DAN
MEKANISME LANGSUNG.

BAB [
KETENTUAN UMUM

Pasal ]

Dalam Peraturan Rupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Peranghlat

Daerah sebapgai unsur penvelenggara Pemerintghan
Daerah.

Bupati adalah Bupati Pringsewu,

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjuinya rencana keuangan tahunan pemerintah
daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah  daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peratursn daerah.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggasran OPD vang
selanjutnya disebut DPA-OPD adalah dokumen yang
memuat pendapatan dan belanja dan pembiayaan
yang digunakan achagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Pengguna Anggaran/Kussa Pengguna
Anggaran.,

G
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11
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14,
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17.

Pejabat  Pengelola Keuangan Daerah  yang
selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepela Satuan
Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
digebut Kepalas SKPKD vang mempunyai tugsas
melaksanakan pengelola APBD dan  bertindak
sebagai bendahara umum daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam
kapasitas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan sebagian tugas BULD.

Rekening Kas Umumn Daesrah adalah rekening tempat
penvimpanan uang daerah yang ditentukan oleh
Bupati untuk menampung seluruh penerimaan
daerah dan digunakan untuk membayar seluruh
pengeluaran daerah pada bank vang ditetapkan.

. Organisast Perangkat Deacreh yang sclanjuimya

disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah
selaku pengguna smggaran/ penggunaan barang.

. Periggune Anggaran yvang sclanjutnva disingkat FA

adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi
OFPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran vang selanjutnya
disingkat KPA adalah pgjabal yang diberi kuasa
untuk melaksanakan sebagian kewenangan FPA
dalam melaksenakan sebagian tugas dan fungsi
OPD.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan vang selanjutnya
disingkat PPTK adatah pejabat pada OPD vang
melakzanakan satu atau beberapa kegiatan dari
suetu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pejabat Penatausahaan Keuangan OFPD  yang
selanjutnya disinglkat PPK-OPD adalah pejabat yang
melakaanakan fungsi tata usaha keunangan para
QPD.

Pejabat  Penatausahaan Keuangan PPKD vang
selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah pejabat yang
melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada
PPEL.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional
yang ditunjuk Thenerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahalean dan
mempertanppungiawabkan uang untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
pada OPLD.
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19.
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Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat
fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan,
membayarkat, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan usng untuk keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD
QFD.

Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnva
disingkat SFP adalah dokumen yang diajukan oleh
pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan
kegiatan /Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu untuk mengajukan
permitiiaan pembayaran,

Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat
SPD adalah dokumen yang menyatekan tersedianya
dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar
penerbitan SPP,

SPP Uang Persediaan yvang selanjutnya disebut SPP-
UFP adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara DPengeluaran Pembantu
ontuk perntintaan uang muka kerja vang bersifat
pengisian kembali {revolving) yang tidak dapat
dilakukan dengan pembayaran langsung.

SPP Ganti Uang Persedizan yang selanjutnva disebut
SPP-GU  adalah dokumen yang diagjukan voieh
Bendahata Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran
Pembantu untmk permintaan penggantan Uang
Persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan
pembayaran langsung.

SPP Tambah Uang Persediaan vang selamjuinya
disebut SPP-TU adalah dokumen yvang diajukan cleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembeantu untuk permintaan Tambah Uang
Persedinan guna melaksanakan kegiatan OFD yang
bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk
pernbayvaran langsung dan Uang Persediaan.

SPP Langsung vang selanjuinya disebut SPP-LS
adalah dokumen wvang diajukan oleh Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
untuk permintaan pembayaran langsung kepada
pihak ketiga atas dasar pedanjian kontrak kerja
atall surat perinteh Kkerja lainnya dan pembayaran
gaji dan tunjangan dengan Jumlah, penerima,
peruntukan dan wakiu pembayaran tertentu yang
dokumennya disiapkan oleh PPTK.

Burat Perintah Membayar yang selanjutnya disinglat
5PM adalah dokumen vang diterbitkan oleh PA/KPA
untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas beban pengeluaran DPA-QPD.



26.

27.

28.

29.

30.

31.

SPM Uang Persediaan yang selanjuinya disebut
SPM-UP adalah dokumen vyang diterbitkan oleh
PA/KFA untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan
Dana atas beban pengeluaran DPA-OPD yang
dipergunakan sebagai Uang Persediaan untuk
mendanai kegiatan,

SPM Ganti Uang Persediaan vang selanjutnya
disebut SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan
olek PA/KPA untuk pererbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-QOPD
yang dananya dipergunakan untuk mengganti Uang
Persediaan yang tetah dibelanjakan,

SPM Tambah Uang Persediaan yang sslanjutnya
disebut SPM-TU adalah dokumen vang diterbitkan
oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat Perintah
Pencairan Dana atas beban pengeluaran DFA-QFL,
karena kebutuhan dananya melebihi deri jumlah
batas pagu Uang Persedinan vang tersedia.

Surat  Perintah  Mcmbayar Langsung yang
selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang
diterbitkan oleh PA/KPA untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran
DPA-QOPD kepada pihak ketiga.

Surat Perintah Pencamiran Dana yang selanjuinya
discbut SP2ZD adalah dokumen yang digunakan
sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan BUD
atau Kuasa BUD berdasarkan SPM.

Pertanggungawaban Uang Persediaan adalah
dokumen pertanggungjawaban sebagai dasar
pengajuan ganti uang persediaan.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pagal 2

Permintaan pembayaran untuk suatu kegiatan terdid
atas:

2.

b.

.

pembayaran melalni Uang Persediaan {(UP);
pembayaran melalui Tambah Uang (TU) persediaan;
dan

pembayaran Langsung (LS).

Pasgal 3

Permintaan pembayaran dalam rangka pengadaan
barang/jasa berlaku ketentuan, pembayaran tidak boleh
dilakukan sebelum harang/jasa diterima.



(1)

(2}

(3)

(4)

(5)

{6)

(7)

(8)

(2

BAB Il
UANG PERSEDIAAN

Bagian Kesatu
Batasan Uang Persediaan

Pasal 4

Uang Persediaan (UF) digunakan untuk keperluan
membinyai kegiatan operasional sehari-hari OPD
dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat
dilakukan  melalui mekanisme  pembayaran
langsung.

Uang Persediaan merupakan uang muka kerja dari
BUD kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang dapat diisi kembali
atan dimintakan penggantiannya {revolining).

UP digunakan untik keperluan membiayai kegiatan
operasional sehari-hari OPD dan membiayai
pengeluaran yang tidak dapat dilakuekan melalui
mekarnisme Pembayaran L3.

Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembante kepada 1 (satu] penerimma/penyedia
barang/jasa paling banyak sebesar Rp. 10.000.000,-
{sepulith juta rTupiah) kecuali untuk pembayaran
honorarium dan perjalanan dinas.

Pada setiap akhir han kera, uang tunai yang
berasal dari UP yang ada pada Kas Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu
paling banyak sebesar Kp. 20.000.000,- [dua puluh
juta rupiah).

UP dapat diberikan untuk pengelnaran-pengeluaran:
Belanja Barang, Belanja Modal dann Belanja Lain-
levine.

Bendahara Pengeluaran melakukan penggantisn
(revoluving) UP yang telah digunakan sepanjang dana
vang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia
dalam DPA,

Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada
ayat (7} dilakukan apabils UP telah dipergunakan
paling sedikit BlM (delapan puluh persen), SPJ
Administrasi dan pcngesahan pertanggungjawabar
oleh Pengguna Anggaran (PA).

Pengajuan penggantian UP setiap bulan melalui
Bendahara Pengeluaran dengan menggunakan
mekanisme GU apabila UP yang dikelolanya telah
dipergunakan palng s=dikit 80% (delapan pulih
persen).



(10)

(11)

(12)

(13}

(1}

Dalam 2 (dua) bulan sejak SP2D UP diterbitkan, jika
OPD tdak mengajukan penggantian UP maka
Sekretaris Dacrah/Kepala BPKAD atas nama Bupati
meényampaikan surat teguran kepada PA.

Dailam 1 (satu) bulan scjak disampaikan surat
pemberitahuan  belum  dilalukan  pengajuan
penggantian UP, maka Kepala BPKAD akan
mengurangi UP sebesar 5% ( lima persen).

1 [satu) bulan berikutnya jika belum dilakukan
pengajuan penggantian UP, Kepala BFKAD
mengurangi UP sebesar 10% (sepiuh persen).

Pengurangan dana UP dilakukan dengan cara

memperhitungkan pengurangan UP dan atas
persetujuan Bupati yvang dituangkan delean revisi
Surat Keputusan Bupati tentang besaran UP pada
OPD yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Cars Penghitungan Besaran Uang Persediaan

Pasal 5

Besaran UP dari pagu DPA berasal dari;

a. belanja pegawai, antara lain:
1. heonorarium  Aperatur Sipil Negara/Non
Aparatur Sipil Negara;
2. uang lembur/uang makan lembur Aparatur
Sipil Negara/ Non Aparatur Sipil Negara; atau
3. biaya perjalanan kepiatan rapat dalam kota
Apagaiur Sipil Negars/Non Aparatur Sipil
Negara.
b. belanja barang dan jasa, antara Iain:
belanja hahan pakai habis;
belanja bahan/material;
betanja jasa kantor;
belanja perawatan kendaraan bermotor;
belanja cetak dan penggandaan;
belanja sewa rumah /gedung/parkir;
belanja sewa sarana mohilitas;
belanja sewa alat berat;
belanja sewa perlengkapan dan peralatan
Kantor,
10. belanja makanan dan minurman;
11. belanja petrjatanan dinas;
12. belanja kursus, pelatthan, sosialisasi dan
bimbingan teknis ASN; dan
13. belanja tenaga ahli/infrastruktur
narasumbcer.

WGPk WD -



{4)

{1

(2)

{3)

(4)

(1)

(2)

3)

Berdasarkan SPM-UP sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), Kuasa BUD menerbitkan Surat Perintah
Pencairan Dana untuk rekening Bendahara
Pengeluaran yang ditunjuk dalam SPM-UP,

Bagiun Kecmpal
Pembayaran dengan Uang Persediaan

Pasal 7

Pembavaran pengeluaran pada Kelompok Belania
Langsung dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Uang Persediaan untuk pembayaran sebagaimana
dimaksud pada avar (1] yang dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Dendahara DPengeluaran
Pembantn kepada =satu penerima/penyedia
barang/jasa tidak holeh melebihi Rp. 10.000.000,-
[sepuluh juta rupiah), kecuali untuk pembayaran
perjalanan dinas dan pengadaan tanah.

Dengan adenya peraturan tentang transaksi non
tunai maka  pembeyaran olel:r  Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengelnaran Pemhantu,
dalam keadaan tertentu tdak dapat dilakukan
transaksi non tunai, dapat dilakukan secara Tunai.

Transaksi yang dimaksud pada ayat {3). besamya
sampai dengan Rp. 500.000,- (hma ratus nbun
rupiah) per penerima [orang).

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Uang Persediaan

Pasal &

Pertanggungjawaban Uang Persediaan divenfikasi
pleh PPK-OPD dan mendapat pengesahan dan
PA/KPA.,

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu melakukan petnbayaran melalui
pemindahbukuan kepada penerima/ penyedia
barang/jasa untuk selanjutnya ditatausahakan dan
dibukukan ke dalam SIMDA atau elektronik-Buku
Kasg Umum {e-BKU).

Pembukuan  kedalam SIMDA atau e-BKU

sebagaitnana dimaksid pada ayat (2) dilaksanakan

dengan keteniuan sebagai berikul:

a. untuk transaksi sampai dengan pukul 15.00
WIB dibukukan pada hart kena berkenaan; dan

b. untuk transaksi setelah pulkul 15.00 WIB
dibukukan pada har kerja berikutnya.



(2)

(1}

(2)

)

Norma perhitungan besaran UP sesuai besarnya

pagu sebagai berikut:

a. 1/12 {satu per duabelas) dari pagu DPA menurut
Klasifikasi belanja barang dan belanja lain-lain
yang diffinkan untuk diberikan UP, maksimal
Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rapiah} untuk
pagu sampai  dengan  Ep. 900.000.000,-
{sembilan ratus juta rupiah};

b. 1/18 (satu per delapanbelas) dari pagu DPA
menurut klasifikasi belanja barang dan belanja
lain lain yang dijjinkan untuk diberikan UP,
maksimal Rp. 100.000.000,- (seratua juta
rupiah] untuk pagu diatas Rp. 900.000.000,-
(sembilan ratus juta rupiah] sampai dengan
Rp. 2.400.000.000,- ([dua miliar empar ratus juta
rupigh);

c. 1/24 {satu per duapuluhempat} dati pagu DPA
menurut klasifikasi belanja barang dan belanja
lain-lain yang dijjinkan untuk diberikan UP,
maksimal Kp. 200.000.000,- [dua ratus juts
rupiah} untuk pagu diatas Rp. 2.400.000.000 -
{(dua miliar empat satus juta mpiah) sampai
dengan Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar
rupiah);

d. 1/30 [(satu per tiga puluh) dari pagu DPA
menurul kiasifikasi belanja barang dan belanja
lain-lein yang diijinkan untuk diberikan UP,
maksimal Ep. 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah) untuk pagu diatas Rp. 6.000.000.000.-
(enam miliar rupiakh).

Bagian Ketiga
Pengajuan Uang Persediaan

Pasal €

Berdasarkan penetapan pagu Uang Persediaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (4) dan
SPD atau dokumen lain yang dipersamakan,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada OPD menerbitkan dan mengajukan
SPP-UP kepada PA/KPA melalui PPK-OPD.

SPr-Ur diajukan satue kali dalam salu  tshun
anggaran pada setiap awal tahun anpggaran.

PA/KPA menerbitkan SPM-UP berdasarkan SFPP-UP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
permintaan Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang dibebankan pada Uang
Persediaan.



(4} Bendahara Pengeluaran/Bendshara Pengeluaran

(L)

(2)

(3}

(4)

(5)

{6)

(7)

(8)

Pembantu wajib melaporkan pertanggungjawaban
administrasi  bulanan kepada FPA/KPA dan
pertanggungiawaban fungsional bulanan kepada
BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnva atas
Uang Persedinan yang sudah atau belum
dipergunakan,

Bagian Keenam
Pengajuan Ganti Uang Perzediaan

Paszal 9

Pengisian kembali Uang Persediaan ({revolving)
schagaimana dimaksud dalem Pasal 4 ayat {2)
dilakukan apabila Uang Persediaan telah

dipergunakan dan dipertanggungjewabkan, paling
sedikit 80% [delapan puluh persen).

Pengigian kembali Uang Perscdiaan diajukan oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dengan penerbitan SPP-GUJ,

3PP GU sebagaimana dimeksud pada ayat (2)
diajukan  kepada PA/KPA melalui Pejabat
Penateusahsan Keuarngan (PPK} OFPD  untuk
dilalculcan  verifikasi  gesuai dengan kctontuan
verifikasi dalam kebijakan penatsusahaan keuangan
daerah.

Berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), PPK-OPD menyiapkan dan mengajukan
SPM-GU kepada PA/KPA.

Pengajuan SPP-GU dan SPM-GU sebagnimana
dimaksud pada ayat |3) dan ayat {4) diajukan
scbesar Uang Persediaan yang tclah dipergunakan

dan dipertanggungjawabkan.
PA/KPA, PFK-OPD dan Bendahara Pengeliaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

bertanggungiawab secara formil dan materiil atas
SPP-GU dan 8PM-GU sebagaimana dimaksud pada

ayal {3).

PA/KPA mengajukan pengisian kembali Uang
Persediaan {revolving melalui SPM-GU kepada
Kuasa BUD.

Dularn pengajuan SPM-GU kepada Kuasa BUD

dilampirkan paling sedikit:

&. laporan pertangpungjawaban Uang Persediaan:

b, tanda terima laporan pertangeungjawaban
fungsionstl bulan sebelumnya;



{9)

{10)

(11)

(12)

(1)

¢, surat pernyataan FPA/KPA bahwa  bLukti
pertanggungjawaban atas penggunaan Uang
Persediasn telah lengkap, diverifikasi dan
mendapat pengesahan;

. salinan SPD;

e. formulir rekomendasi Bidang Aset BPKAD
Kabupaten Pringacwu;

{. formulir rekomendasi persetujuan Bidang
Akutanst

Laporan pertanggungjawsban TUang Persediaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a
memuat:

a. laporan pengesahan belanja dan  saldo
dipertangungjawabkan dan telah diinput dalam
gistern penatausahaan pembukuan bendahara
atau sistem SIMDA;

b. laporan realisasi belanja per kode rekening,

c. rekening koran sampai dengan tanggal
pengajuan Uang Persediaan; dan

¢. berita acara pemerksaan kas pada tanggal
pengajuan ganti nang persadiann.

Laporan pertanggungawaban Uang Persediaan
gsebagaimana dimaksud pada ayat {9) huruf a,
huruf b dan huruf d tercantum dalam Lampiran
vang merupakan bagian yvang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Berdasarkan pengajuan SPM-GU dan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat [8) dan ayat (Y},
Kuasa BUD melakukan penclitian kelengkapan
dokumen dengan daftar uji kelengkapan dokumen.

Berdasarkan penelitian dokumen sebagaimang
dimaksud pada ayat {1!), Kuasa BUD menerbitlan
SP2D Ganti Uang Persediaan dan melakukan
pemindahbukuan ke rekening OFD /UKPD.

BAB IV
TAMEAH UANG PERSEDIAAN

Pasal 10

PA/KPA dapat mengajukan tambah Uang Persediaan
kepada Kuasa BUD sesuai wilayal: OPD/UKFLD
dalam hal sisa Uang Persediaan pada Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembanti
tidak cukup tersedia untuk membiayai satu atau
beherapa kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak
dapat ditunda.



(2)

(3)

(4}

(5)

(6]

{7)

Untuk mengajukan tambah Uang Persediaan
sebagaimana dimaksud pada ayat {1) harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling
lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D
diterbitkan;

b. tdak digunakan untuk kegiatan yang harus
dilaksanakan dengan mekanismc pcmbayaran
langsung;

¢. permohonan persetujuan pembedan tambah
Uang Persediaan; dan

d. apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu}
bulan sisa dana yang ada pada Hendahara
Pengeluaran /Bendahara Pengeluaran Pembantu
harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

PA/KPA dapat mengajukan dispensasi perpanjangan
waktu pertangmungiswaban Tambah Uang
Persediasn lebih dari I {satu) bulan kepada Kepala
BPKAD dengan dibatasi hanya 1 (satu} kali untuk
masa perpanjangan paling lama 1 (satu) balan
berikutnya dan disertai alasan sccara tertulis,

Dispensasi perpanjangan waktui

pertanggungjawaban tambah Uang Persediaan lebih

dari ! {=atu} bulan sebagaimana dimaksud pada

avat {3) diatur dengan ketentuan:

a. kepiatan yang pelaksanaannva melebihi 1 (satu)
bulan; dan/fatau

b. kegiatan yang mengalami penundaan dari jadwal
yang lelah ditetapkan yang diakibatksn oleh
peristiwa di luar kendali PA/KPA,

Persetujuan dispensasi perpanjangan batas sakhir
pertanggungjawaban tlambah Uang Persediaan
sehagaimana  dimaksud pada ayat {3} menjadi
kewenangan Kepala BPKAD melalui Kepala Bidang
Akuntansi.

Penggunaan  dispensasi penambahan  waktu
pertanggungiawaban tambah Uang Persediaan
sebageimana dimaksud pada ayat (3] menjadi
tanggung jawad PPTK yang melaksanakan kegiatan
dengan sepengetahuan PA/KPA.

Pertanggungiawaban atas penggunaan tambah Uang
Persediaan YaULE memperoleh dispensasi
sehagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
paling lambat pada massa akhir dispensasi.



{8)

(9)

(10}

(11)

(1)

(2}

3)

(4)

5}

Pengajuan tambah Lang Persediaan paling lambat
I {satu) bulan achclum tahun anggaren berkenaan
berakhir.

Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tdek diberikan terhadap pengajuan tambah Uang
Persediaan yang dilakukan pada 1 (satu) bulan
gebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.

Ketentuan pengajuan tambah Uang Persediaan
sebagaimana dimaksud pada avat (2) berlaku juga
untuk pelaksanaan kegiatan pembebasan tanah.,

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan dan
pertanggungjiawaban tambah Uang Persediaan
untuk belanja biaya operasional pendidikan diatur
dengan Peraturan Bupati.

Faszal 11

Permohonan persetijuan pemberian tambah Uang
Persediaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat [2) huruf c diberikan oleh Kepala DPKAD
melalui Bidang Akuntansi.

Pemberian persetujuan tambah Uang FPersediaan
schagaimana dimaksud pada ayat (1), dalain hal
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8, Kepsla Bidang Alkuntansi menerbitkan
surat persetujuan tambah Uang Persediaan paling
lambat 2 (dua) han kerja sejak dokumen ditenimm-.

Dalam hal permochonan tambah Uang Persediaan
dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala
Bidang Aluntansi mengembalikan kepada PA/KPA
paling lambat dalam 1 (satu) hari kerja sejak
dokumen diterima.

Dalam hal perhitungsn =iza saldo Uang Persedinan
vang terdapat di rekening Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu masih
mencukupi untuk membiavai kegiatan yang
disjukan untuk tambah Uang Persediaan, maka
Bidang Akuntansi menolak pengajuan tambsh Uang
Persediaan.

Berdaszarkan =urat persetujuan  ssbhagaimana
dimaksud pada, ayat (2], Bendahara
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu,
mengajukan SPP-TU dengan kelengkapan sebagai
berilut:



(6}

(7)

(1}

(2)

a. rincian rencana penggunaan dapa untuk
kebutuhan mendesak/tidak dapat ditunda dan
kebutuhan riil serta rincian sisa dana Uang
Persediaan  yang dimintaken tambah Uang
Persedinan:

h. rekening Lkoran vang menunjukkan saldo
terakhir;

¢. surat pemyataan tanggung jawab mutlak
PA/KPA bhahwa kegiatan yvang dibmysai tersebut
tidak dapat dilaksanakan/dibayar melalui
mekanisme pemhayaran langsiing; dan

d. surat persetujuan tambah Uang Persediaan.

Kelengkapan sebagaimans dimaksud pada ayat (3]
digunakan sebagai kelengkapan pengajuan SPM-TU
kepada Kuaza BUD untuk diterbitlkan SP2D.

Pengajuan SPM-TU tidak dapar disetujui apabiia
larmnbah Uang Persediaan sebelumnya yang telah
melebihi jangka waktu pertanggungjawahan atau
disperisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2} huruf a dan ayat (3] belum
dipertanggungjawabkan.

BAB V
FEMBAYARAN LANGSUNG

Bagian Kesatu
Batasan Pembayaran Langsung

Pasgal 12

Pembayaran atas belanja yang sudah pasti jumlah,
penerima dan wektu pembayaran dan/ateu
pembayaran di atas Rp. 10.000.000,- {sepuluh juta
rupiah), maka dilakuksn melalui mekanisme
pembayaran langsung.

Mekanisme pembayaran langsung sebagaimana

dimaksud pada ayat |1) dapat ditujukan kepada.

a. pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa;

b. penerima belanja bunga, subsidi, hitbah, bantuan
sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan
pembiavaan; dan/atau

c. Bendahsra Pengeluaran fFendahara Pengeluaran
Pembarntu.



(3)

{1)

(2)

(3)

(4}

{5

Mekanisme pembayaran langsung melalui
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu dapat digunakan untuk keperluan
pembayaran:

2. belanja pegawsi;

b. biaya perjalanan kegiatan rapat dalam kota
Aparatur Sipil Negara/Non Aparatur Sipil
Negara; dan/atau

¢. belanja jasa petugas penunjang kegiatan kantor/
lapangan {kontrak perorangan).

Bagian Kedua
Pengajuan SPP-LS

Fasal 13

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu mengajukan SPP-LS untuk pembayaran
kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan
Jara sehagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {2)
huruf a kepada PA/KPA melalui PPK-OPD.

SFP-L3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarmpiri dengan dokumen sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait penatausahaan
keuangan daersh,

Lampiran dokumen sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disiapkan oleh PPTK untuk disampailcan
kepada Bendahara Pengeluaran /Bendahara
Pengeluaran Pembantu.

Nalam hal kelengkspan dokumen yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) tidak lengkap,
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu  mengembalikan dokumen  SPP-LS
pengadaan bamng dan jasa kepada PITK untuk
dilengkapi.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembanty mecngajukan SPP-LS  sebagaimana
dirmaksud pada ayat (1) kepada PA/KPA setelah
ditandatangsni oleh PPTK.



(1)

(2)

(L)

(2)

(3)

(1)

(<)

(3)

Fasal 14

Permintaan pembayaran langsung atas belanja
bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi
hasil, bantuan keuangan dan pembiayaan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat {3)
huruf bt oleh Bendahsra Pengeluaran FPKD
dilskukan dengen menerbitkan SPP-LS yang
diajukan kepada FPKD melalui PPK-PPKD.

SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan dokutien sesuai dengan peraturan
perundang-undangan terkait penatausahaan
keuangan daerah.

Pasal 15

Permintaan pembayaran langsung vang dikelola oleh
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran
Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2} huruf ¢ dilakukan dengan menerbitkan SPP-
LS yang digjukan kepada PA/KPA mclalui PPE-OI'D.

SPP-L5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampini dengan dokumen sesual dengan peraturan
perundang-undangan terkait penatavsahaan
keuangan daerah dan dilengkapi dengan daftar
penerima pembayaran.

Pembayaran langsung kepada penerima dilakulan
dengan melakukan pemindahbukuan dari rekening
OPD ke rekening penerima.

Bagian Ketiga
Penerhitan SPM-LS

Passl 16

PPK-OPD/PPKD melakukan verifilkasi sesuai dengan
ketentuan verifikasi dalam kebijakan penatausahaan
kevangan daerah atas dokumen pengajuan SPP-LS
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai
dengan Pasal 14,

Dalam hal hasil verifikasi dokumen sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap,
PA/KPA /PPKD menerhitkan SPM-1.8.

SPM-L3 scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
digjukan PA/KPA kepada Kuasa BUD wuntuk
diterbitkan SP2D.



{1)

(2)

3)

(4}

(3]

(1)

(2)

Bagian Keempat
Penerbitan SF2D

Pasal 17

Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM-LS
vang diajukan oleh PA/KPA/PPKD agar pengeluaran
yang diajukan ddak melampaui pagu dan memenuhi
persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan.

Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan
SP2D mencakup surat pernyataan tanggung jawab
PA/RKPA dan check fst kelengkapan bukti-bukd
pengeluaran yang ssh dan lengkap sesuai dengsn
kelengkapan persyaratan yang ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan.

Check lst sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani oleh PAfKPA dan menjadi tangsung
jawab PA/KPA,

Berdasarkan check list, dalam hal dokumen Surat
Perintah Membayar (SPM) sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dinyatakan lengkap, Kuasa BUD
menerbitkan SP2D.

Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] dinyatakan tidak lengkap dan/atau
tidak sah dan/fatau  pengeluaran  tersebut
melampani pagu anggaran, Kuasa BUD menolak
menerbitkan SP2D.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

FPasal 18

Kepala Bidang Akuntansi selaku Kuasa BUD
melakukan monitoring terhadap;

a. laporan pertanggungjawaban fungsional OPD
yang harus dilaporkan paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya; atau

b. batas waktu penyampaian pertanggungiawaban
Tambah Uang Persediaan {TU).

Dalam hal terdapat OPD yang tidak melaksanakan
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Bupati ini, dapat dilakukan penundaan penerbitan
3r2D.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulat berlaku sejak tanggal 02
Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Pringsew.

Litetapkan di Pringsewu
pada tenggal y3 Javar 18
BUPAT! PEING3EWL,

dto

SUJADI

Diundanglkan di Pringsewn
pada tanggal 03 Javiart oi1n
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A BUDIMAN PM

BRERITA DAERAH KARUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2018 NOMOR >

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fagilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewn

IHSAN HENDRAWAN, S.H

JDIH Kabupaten Pringsewu : http://jdih.pringsewukab.go.id/
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LAMPIRAIY . PERATURAN BUPATI PRINGSEWL
NOMOR : gp

FORMAT 1

LAMORAN PENGESAIIAN BELANJA DAN SALDGO
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU

OPD

LAPORAN PENGESAHAN BELANJA DAN SALDO KASTA ...
Berdasarkan Trahaakai s.d. tangpal............

Saya yang bertandatangan di bawah ini, selaku PA/KPA COFPD
menyatakan dengan sehenamya bahwa belania yvang telah direalisasikan
dan disahkan, maupun Saldo Kas per tanggal ............ adalah schagad
berikut:

I. Total Salde Kas Belanja dan Pajak {II + 1[I}

No.| Beban Belanja| Penerimaan | Pengeluaran Saldo Kas
Ep Yo
1 2 3 4 2 {34} &
1| LS
2| TU
3| urP/GU
JUMLAH
II. Saldo Kas Belarja Berdasarkan Pembebanan
No.| Beban Belanja | Penerimaan | Pengeluaran Saldo Xas
Fp %%
1 2 3 4 5 {34} &
118
2| Tu '
31 UP/GU
JUMLAH _ )
Ill. Saldo Kas Pajak berdasarkan Pembebanan
Nc.] Beban Belanja | Penerimaan |Pengeluaran Rialdg Kﬂ;
1 2 3 4 5 {3-4) 6
L1 L8
2 | TU |
3 { UP/GU
JUMLAH




Jumlah yang dapat di GU kan

Pagu UP

Saldo Kas Belanja UP/GU

G [1-2)

1

2

3

Sedangkan rekapitulasi penerimaan, pengeluaran dan salde utang
pajak adalah sebagal bernlat:

No. Jenis Pajak

Penerimaan | Pengeluaran

Salde Kas Utang
Pajek

2

3 4

5 {34}

PPh 21 _

a=.

FPh 22

PPh 4:2

PN

1
1
2
3 | PPh 23
4
5
G

PPh 206

Jumlah

Demilkian pengesshan imi  dibaat,

sebagai

Pertanggungjawaban.

bahan  Laporan

Mengetahui

PA JKPA /PPKD,

Mamsa
NiP.



LAPORAKN REALISAS! BELANJA PEL KDDE EEKERING
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEW] LAPORAN REALISAS]I BELANJA OPD

FOREMAL 2

TAHUN ANGGARAN ..., .oveeenn
SAMPAI DENGAN, . s
-[ JUKOR- JUKOR | SISA
[ ]
; HO AKUN AMGGARAN SP2D LS SETORAN LE SRJ BKU REALIBARI ] UMUM * REALIZAS]III ANGGARAN
i 2 4 5 b 7 Bm{d-5}0-¥) L IU=8+Y 11=3-40
T
1
- j
)
i
SALDC KAS BELANJA SALDD KAS PAJAK
Beban Belania Soide Awal Penerimean Saldo Kas Janis Pajale Saido Awal  Penerimaan Pengelvaran Saldo Pajalc
1. L8 1. PFh Pasal 21
2, upscu 2, PPh Ppsal 22
3. TU 3. PPh Pasal 23
4. PPh bFasalg : 2
5. PPN
6. PPh Pasal 26
JUMLAH JUMLAH
Mengetahii Fringsewu tanggal .................

KEPALA OUPTY.

Nams,
3] bt

Naima




FORMAT 3

BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

PEMERINTAH KAERTIPATEM PRINGEEWU BERITA ACARA PEMERIEKESAAN KAS
Berdasarkan Transaksi s.d tanggal.......

Pada hari imi ........... tanggal............... yang bertandatangan dibawal ioi:

Nama lengkap :
Jahatan :

kami selaku PA/KPA Dersama Pejabal  Proastsusabasn  Keusngen  (PPK)
melakukan pemeriksaan setermpat pada:

Nams lengkap
Jabatan :

Berdasarkan Keputusan Bupati Pringsevna Nomor. .............. Tanggal .. ditugaskan
mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukt yang
berarla dalam pengurusan itu, Kami menemui kenyataan sebagai berikut:

Jumlah wang yang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adalah:

a. Uang kertas 24 =
h. Uang Logam )4 1 TR
c. SP2D dan alat pembayaran lainnya vang 14 + TP
belum dicairkan
d. Saldo Bank ) 2y 1 R
e. Surat/barang/benda berharga yang diizinkan | 4« R
Jumlah B, crierennsenaeesenssns
Saldo Uang menurut Buku Kas Umum, RD s
Repgister dan lun sebagainya berjumlah
Perbedaan positif / Negatif antara saldo Kas dan 34 + XU
Saldo Buku
Bclisih terscbut discbabkan oleh:
No Uraian Jumlah
Jumlah _
Yang diperiksa, Bendahara Pringsewu, tanggal ... ...
Pengeluaran{Bendahara Mengetahui
Pengeluaran Pembantu PAJKPA/FPKD,
Nama Nama
NIF. NIP.

RITPATI PRINGSEWL,

SUJAI




FORMAT 3
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS

FEMERINTAI KABUPATEN TPRINGSEWL) BERITA ACARA PEMERIKSAAN KAS
Berdasarkan Transaksi s.d tanggal.......

Nama lengkap :
Jabatan :

kami selaku PA/KPA bersama Pejabat Penatausahaan Keuangan ({FFK)
melakukan pemeriksaan setempat pada:

Mamn lenglkap
Jabatan :

Berdasarkasn Keputusan Bupati Pringsewu Nomor............... Tanggal .. .ditugaskan
mengurus uang berdasarkan hasil pemeriksaan kas serta bukti-bukti yang
berada dalam pengunisan itu, kami menemui Renyataan sebagai berikut:

Jumlah uang vang kami hitung di hadapan pejabat tersebut adaleh:

a. Uang kcrias Bp. i
b. Uang Logam | - 1
¢. SP2ZD) dan alat pembayaran lainnya yang | 2 s S,
belumn dicairkan
cdd. Salkin Banrk [ &4 1
e. Surat/barang/benda berharga vang diizinkan |24 1
Jumlah 4 1 e
Saldo Uang menyrut Bukyl Kas Umuam, Bp oo
Regiaster dan lain scbagainya berjumlah
Perbedaan positf f Negatif antara saldo Kas dan Rp. «..viens
Saldo Buku
Belisih tersebut disebhabkan oleh:
No Uraian Jumkah
Jurrlah n
Yang diperiksa, Bendahary Pringsewu, tanggal ... e
Pangeltiaran/Bendahara Mengetahui
Pengeluaran Pemmbantu PAJKPAfFFKD,
Nama Nama
NIP. NIF.

BUPATI FRINGSEWT],

SUJAM

JDIH Kabupaten Pringsewu : http://jdih.pringsewukab.go.id/
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